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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




Menetapkan

WA

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6011);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA
CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

L

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk
memulihkan Kerugian Negara.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawali
aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas
selain tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus
pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang
karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak
di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah
menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat
berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
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Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk
menyelesaikan Kerugian Negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses
penyelesaian Kerugian Negara.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat
atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Menteri Perdagangan untuk menyampaikan
pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian
Negara.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara
dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, Kepala
Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam
hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat
keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang
pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Laporan Tertulis Yang Bersangkutan adalah laporan
secara tertulis dari Pegawai Negeri bukan Bendahara di
lingkungan Kementerian mengenai adanya
kemungkinan terjadinya Kerugian Negara yang berada
dalam penguasaannya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.
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Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi
madya pada unit eselon [ atau pejabat pimpinan tinggi
pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan
pejabat administrator pada unit pelaksana teknis di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan
ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian
Perdagangan atas uang, surat berharga, dan/atau
barang milik negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon
Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain.

Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang
bukan millk negara yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib

melakukan tindakan pengamanan terhadap:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaannya dari
kemungkinan  terjadinya  Kerugian Negara;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaannya dari kemungkinan
terjadinya Kerugian Negara.

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan yang

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik

langsung atau tidak langsung yang merugikan
keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian

dimaksud.




BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan

Kementerian Perdagangan bersumber dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan
langsung;

b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;
informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung
jawab;

f.  perhitungan ex-officio; dan/atau

g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib
melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat
menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi
terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi
Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. melaporkan kepada Menteri; dan
b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,



-

untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di
lingkungan satuan kerjanya.

(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(6) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan format laporan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai
sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau
pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELESAJAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7
Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri selaku PPKN menyelesaikan
Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti

Kerugian.

Pasal 8
(1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk
menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala

Satuan Kerja.
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Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala
Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk
menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan

Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.

TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri

atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan
kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. paling rendah pejabat atau pegawai yang setingkat
dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian;
dan

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses
penyelesaian Kerugian Negara.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan

kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan

Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat atau

pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani

oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan

Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang




(1)

(2)

(3)

(1)
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terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah
Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian

Kerugian Negara.

Pasal 10

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki

tugas dan wewenang;:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara
dengan daftar pertanyaan penyusunan kronologis
terjadinya kerugian negara;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya
Kerugian Negara;

c. menghitung jumlah Kerugian Negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Negara; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

Ketentuan mengenai format Daftar Pertanyaan

Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf b diperoleh melalui:

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

b. permintaan keterangan, tanggapan, atau
Kklarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang
yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui
terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan

dalam hasil pemeriksaan.
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Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dibuat dalam bentuk berita acara
pemeriksaan.

Ketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c

dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki

kompetensi.

(1)

()

Pasal 13
Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan
oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga
menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan
tanggapan.
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada TPKN paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan
disampaikan.
Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN
memperbaiki hasil pemeriksaan.
Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggapan diterima.
Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), TPKN melampirkan tanggapan
atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
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Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggapan diterima.

Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), orang yang
diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak
berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara
yang dilakukan oleh TPKN.

Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian
Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggapan tidak diterima.

Ketentuan mengenai format Hasil pemeriksaan
Kerugian Negara dan permintaan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8).

Pasal 14

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) menyatakan

bahwa:

a. kekurangan wuang, surat berharga, dan/atau
barang disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
Kerugian Negara; dan

b. jumlah Kerugian Negara.
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(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah
kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

(4) Ketentuan mengenai format laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8)
sebagai berikut:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), dibuat surat pendapat PPKN yang
menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui,
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

(38) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) hanya difokuskan pada materi pemeriksaan
yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat
(3):

(4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), TPKN membuat laporan hasil

pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan
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hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti
pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk
mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan
laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
Ketentuan mengenai format Hasil Pemeriksaan
Kerugian Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat

(1)

(2)

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui
oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a,
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
segera  menugaskan TPKN untuk  melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada
Pihak Yang Merugikan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan,

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian
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Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN

mengupayakan surat pernyataan kesanggupan

dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya

dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud
dalam bentuk SKTJM.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
Negara;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
pernyataan dari Pihak Yang  Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik
kembali,

Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan

c. surat kuasa menjual atau melelang,

Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan

Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris, format SKTJM untuk Penanggung Jawab

Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang

Merugikan, dan format SKTJM untuk Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung

Jawab Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), serta surat kuasa menjual atau melelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau

angsuran.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan

melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib

mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan

puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian,

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara

dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian

Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi sebagai berikut:

a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki
kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian
Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan
gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian
Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan
Kerugian Negara tersebut; dan

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan
lebih besar dari atau sama dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
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Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui
pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar
S50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan
sampai dengan lunas.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang
bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara
dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima
pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri
untuk perhatian Sekretaris Jenderal melalui Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) kepada Menteri untuk perhatian Sekretaris
Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
Penetapan perubahan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan
SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan
teguran tertulis.

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin
atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai format permohonan dari Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
format surat penetapan perubahan jangka waktu
pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (10), format teguran kepada Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai
dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti
Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat
(4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan
wanprestasi.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN
untuk diteruskan kepada Majelis.

Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
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Ketentuan mengenai format surat laporan wanprestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(1)

(3)

Pasal 20
Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan
laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja.
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan
Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan
SKP2KS.
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
b.  perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
Negara; dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris.
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dengan surat tanda terima.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui

keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana
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dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat
menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan
pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda
terima dari Kelurahan setempat.

Ketentuan mengenai format surat laporan SKTJM tidak
dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan format tanda terima SKP2KS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan

SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

(2)

Pasal 22
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita jaminan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh panitia urusan piutang negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 23

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan
keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan
dengan tanda terima surat.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan
keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah
menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan
atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada
Majelis.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
untuk mengganti Kerugian Negara.

Ketentuan mengenai format surat keberatan atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
format surat laporan penerimaan atau Keberatan atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 24

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian

Negara mengenai:

a. kekurangan wuang, surat berharga, dan/atau
barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan

wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara
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secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19; atau
Cc. penerimaan atau  keberatan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN

membentuk Majelis.

Pasal 25

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

beranggotakan 5 (lima) orang.

Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan:

a. Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi
pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku
ketua;

b. Inspektur Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi
pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal
selaku wakil ketua;

c. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris
Badan di lingkungan Kementerian Perdagangan
selaku anggota; dan

d. 2 (dua) pejabat pimpinan tinggi madya atau
pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperlukan
sesuai dengan keahliannya selaku anggota.

Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat

penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian
kerugian negara.

Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tim administrasi

penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pembentukan Majelis dan tim administrasi

penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
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yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud
dalam 14 ayat (1) huruf b;

b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19; dan

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2).

Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal

sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Negara;

b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber
yang memiliki keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau



(1)

(3)

(5)

-03%

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 29

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis

menetapkan putusan hasil sidang.

Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan

penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.
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Pasal 30

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat

memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN

untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

selalu PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

untuk disampaikan kepada TPKN.

Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian
dalam pemeriksaan kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri

selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; atau

b. kekurangan wuang, surat berharga, dan/atau
barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain,

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31
Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan

Kerugian Negara dalam hal:
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a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(5) huruf a; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan
kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (5) huruf b.

Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk

diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan

Kepala Satuan Kerja.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

menindaklanjuti  putusan  Majelis  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses

penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan

SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil

pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan
putusan berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.

Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
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Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian

Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis

melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan
barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5);

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian
Negara kepada panitia urusan piutang negara;
dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 34

(I) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa
pertimbangan penerbitan SKP2K.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk
menerbitkan SKP2K.

(8) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;
b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
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c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada panitia urusan piutang negara; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
yang diserahkan kepada panitia urusan piutang
negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa
barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan paling lamal4 (empat belas) hari kerja sejak

Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

Cc. panitia urusan piutang negara; dan

d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 35

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara

yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan
keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan

hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Negara.
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Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan

penerbitan SKP2K.

Pasal 36

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara

yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai

berikut:

a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3);

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui
terjadinya Kerugian Negara;

e. meminta keterangan atau pendapat dari
narasumber yang memiliki keahlian tertentuy;
dan/atau

f.  hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian
Kerugian Negara.

Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis

memutuskan:

a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis

dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi

yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
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Berdasarkan penugasan untuk melakukan
pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan
dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku

PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 37

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan

huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada

Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris;

e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian
Negara; dan

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ sesuai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam huruf f.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
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sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan

Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis; dan

c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris,

dengan mengunakan tanda terima.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui

keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ tidak dapat diperoleh,

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada

papan pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat

tanda terima dari kelurahan setempat.

Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas

pelaksanaan SKP2K.

Ketentuan mengenai format tanda terima SKP2KS

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38
SKP2K mempunyai hak mendahulu.
Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai
kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil
penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
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Pasal 39
Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan
pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk
melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
b. penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri selaku PPKN:
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan
penggantian Kerugian Negara; dan
b. mengusulkan penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; dan/ atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit memuat materi:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan
dari penggantian Kerugian Negara;

b. jumlah kekurangan:
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1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik Negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan; dan

pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf b.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara disampaikan kepada:

a.
b.

C.

Badan Pemeriksa Keuangan,;

Majelis;

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan
dari penggantian Kerugian Negara; dan

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan

Kerja.




(6)

(3)

(4)

(5)

(6)

-833%

Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:

a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik
negara;

b. barang milik negara yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

c. barang bukan milik negara yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau

d. surat berharga milik negara.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a didasarkan pada nilai nominal.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf ¢ didasarkan pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d didasarkan pada:

a. nilai nominal,;

b. nilai perolehan; atau

c. nilai wajar.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf ¢, dan huruf d ditentukan oleh TPKN

dengan seadil-adilnya disesuaikan dengan kondisi
terakhir atas surat berharga dan barang pada saat
terjadinya Kerugian Negara.

Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau
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surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang
paling tinggi.

Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan
dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan
yang muncul selama umur penggunaan barang milik
negara atau aset tersebut.

Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan
dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar pada tanggal penilaian atau tanggal
penaksiran.

Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk
setiap jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara:
a. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa

kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan
berdasarkan nilai wajar atas barang yang
sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai
jual kendaraan bemotor untuk menghitung
bea balik nama kendaraan bermotor di
instansi yang berwenang yang menangani
yang berlaku pada saat kejadian atau apabila
instansi yang berwenang belum menetapkan
nilai berupa kendaraan bermotor, nilai wajar
atas barang yang sejenis pada saat kejadian,
yaitu harga dari distributor resmi atau harga
dari toko besar dan/atau media informasi
baik elektronik maupun cetak; dan

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa

kerusakan  kendaraan  bermotor  yang
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disebabkan tabrakan atau sebab lainnya,
ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan;

b. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan
dan mesin ditetapkan sebagai berikut:

1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan
nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat
kejadian, yaitu harga dari distributor resmi
atau harga dari toko besar dan/atau media
informasi baik elektronik maupun cetak; dan

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan
berdasarkan biaya perbaikan;

c. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga
dengan memperhitungkan penyusutan sesuai
dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum pada saat kejadian; dan

d. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya
penguasaan negara terhadap hak atas tanah,
ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah
yang berpedoman pada nilai jual objek pajak dan
pedoman harga tanah dari pemerintah daerah
setempat pada tahun bersangkutan.

Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang

tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk
cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.

Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
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(12) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada

(2)

ayat (4) huruf ¢ merupakan nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami

dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 41

Penggantian atas barang milik negara yang
diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian
barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang
melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti
Kerugian Negara dimaksud.

Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian
barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat
kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  berdasarkan hasil penentuan nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa
memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima
dari perusahaan asuransi atas barang milik negara

dimaksud.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 42

Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara

dilakukan atas dasar:

a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3);

b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2); atau

c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1).

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan

paling banyak 3 (tiga) kali.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan,
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Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

bertanggung jawab atas Kerugian Negara.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan

Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling

lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:

a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris;

b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja; dan

c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen
pencatatan atau penatausahaan pada kartu
piutang.

Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara

melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara
dengan menandatangani SKTJM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui
sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan
kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

dan
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c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti
Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar
penagihan pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti
Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21; dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal
SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) ditetapkan.

Ketentuan mengenai format surat penagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan pembayaran secara kompensasi, pembayaran

secara langsung, dan penjualan barang jaminan.
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(3) Pembayaran secara kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.

penghasilan tetap yang dibayarkan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati
melalui bendaharawan bersangkutan dengan
surat kuasa pemotongan dan Kepala Satuan
Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke
rekening kas negara sebagai bahan laporan
tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara;
dan/atau

penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati
dalam  kesepakatan secara tertulis atas
pemotongan penghasilan dimaksud dan
disetorkan ke rekening kas negara dan Kepala
Satuan Kerja  wajib melampirkan  bukti
penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut

penyelesaian Kerugian Negara.

(4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

a.

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara
dengan menyetor langsung melalui bank
pemerintah/giro Pos untuk rekening kas negara
melalui akun setoran SSBP 425791 (empat dua
lima  tujuh  Sembilan  satu) pendapatan
penyelesaian ganti kerugian negara terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.

dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara
melakukan pembayaran secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada
Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan

penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.




(5)

(1)

(2)

- 40 =

Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

a. dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk
dalam surat pernyataan jaminan;

b. hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas
negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa
hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris; dan/atau

c. dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat
menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka
kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris.

Pasal 44
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran
ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah
melakukan pelunasan dan diterbitkan surat keterangan
tanda lunas.
Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM,
SKP2KS, atau SKP2K. '
Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
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c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
telah melakukan pelunasan ganti Kerugian
Negara;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam
hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan
atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang
disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas
yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS
atau SKP2K.

Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan

atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat

keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pengembalian dokumen  yang  terkait dengan
penyerahan barang jaminan.

Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang

Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau

SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas

kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat

permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan
kepada panitia urusan piutang negara.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan
penyetoran ganti Kerugian Negara; dan

c. panitia urusan piutang negara yang melakukan
sita atas harta kekayaan.

Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda

lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
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huruf e serta format surat permohonan pencabutan sita
atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN

mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di
lingkungan Kementerian Perdagangan.

Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang
seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan
permohonan pengurangan tagihan negara.
Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja telah menerima  permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan
pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti
pendukung adanya jumlah Kerugian Negara yang telah
ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah
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Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar dari
yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan
penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dapat mengajukan  permohonan  pengembalian
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas
dasar pengurangan tagihan.

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja telah menenma permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung
pengembalian kelebihan setoran, Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan
pemeriksaan atas permohonan  beserta  bukti
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terbukti jumlah Kerugian
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang
seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang
berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai format surat permohonan
pengurangan tagihan negara sebagaimaha dimaksud
pada ayat (1) dan format surat permohonan
pengembalian kelebihan setoran ganti Kerugian Negara
atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana

dimkasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN
KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada panitia urusan piutang negara yang menangani
pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang
diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K
diterbitkan.

Pasal 48
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti
Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada panitia urusan piutang negara paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

(1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan
Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara

berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai

Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan,

yaitu fotokopi:

a.

o o

le)

g.

laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja;

SKTJM atau Surat SKP2KS yang ditetapkan oleh
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan
Kerja;

SKP2K;

surat hasil pemeriksaan;

bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
surat kuasa untuk menjual barang jaminan,
apabila terdapat surat kuasa; dan

surat penagihan kepada penanggung hutang.

Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara

berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai

Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan

kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen yang

dilampirkan, yaitu fotokopi:

a.

laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja

atau atasan Kepala Satuan Kerja;

surat perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas;

Keputusan Menteri berupa:

1. keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
dan

2. keputusan pemberhentian;

perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;

SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;

SKP2K;

surat hasil pemeriksaan;

bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran,;
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i. surat kuasa untuk menjual barang jaminan,
apabila terdapat surat kuasa; dan

j.  surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
Dengan diserahkannya piutang macet kepada panitia
urusan piutang negara, pengurusan piutang dimaksud
selanjutnya beralih kepada panitia urusan piutang
negara dan satuan kerja bersangkutan menghentikan
penagihan piutang dimaksud.

Panitia urusan piutang negara menerbitkan surat
penerimaan pengurusan piutang negara, dan apabila
upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan
panitia urusan piutang negara terhadap penanggung
hutang tidak membawa hasil, panitia urusan piutang
negara menetapkan piutang negara dimaksud sebagai

piutang sementara belum dapat ditagih.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 50
Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar
ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
diketahuinya Kerugian Negara; atau
b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung
sejak terjadinya Kerugian Negara,
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak
yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris.
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi
Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran

terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada
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Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi
terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

(3) Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak
terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) tidak melakukan penuntutan
ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 51
Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi
hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan
kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang
Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak
diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala

Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan
penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah
Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring
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dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugiani Negara
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain.

Pasal 53
Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian
Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S dan Pasal 8 dapat dikenai sanksi
administratif = berupa  hukuman  disiplin atau
pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk
mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi
administratif = berupa  hukuman  disiplin atau
pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi
pidana.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas
tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang

dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55
Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan

dari Tuntutan Ganti Kerugian.
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Pasal 56

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian
Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian
Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,
dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan
oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian
Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,
dan/atau SKP2K.

Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara
disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K
dalam upaya pengembalian Kerugian Negara
diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian
negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah
disetorkan ke kas negara.

Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara
atas eksekusi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran
dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian
Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57
Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian
Negara, setiap Kepala Satuan Kerja baik tingkat pusat
maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan
Kementerian Perdagangan melaksanakan
penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang

ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
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Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan
kerja tingkat instansi vertikal, penatausahaan
penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja
untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian
Negara; dan

b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan
kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II
di tingkat kantor pusat, penatausahaan
penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh
pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi
keuangan.

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada

tingkat Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh

Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal yang mempunyai

tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan

tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian

Negara dan penagihan di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh

Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
melaporkan kepada atasan langsung Kepala
Satuan Kerja dan tembusan pimpinan unit Eselon
I untuk perhatian (u.p) Sekretaris Unit Eselon I
bersangkutan;

c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar

akuntansi pemerintahan; dan
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d. menyimpan dan mengamankan semua
berkas/buku, dokumen/surat, dan alat bukti
lainnya yang terkait dengan peristiwa yang
menimbulkan Kerugian Negara.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh

atasan Kepala Satuan Kerja sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai alat
pemantau penyelesaian Kerugian Negara;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan
tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja
bersangkutan; dan

c. melaporkan perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya
kepada Sekretaris unit Eselon I.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh

pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan
laporan pimpinan unit organisasi yang berada di
bawahnya sebagai alat pemantau;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan
tindak lanjut; dan

c. menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 58
Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah
domisili dilaksakanan oleh Kepala Satuan Kerja tempat
terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja

domisili baru.
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Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh

Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

memberitahukan kepindahan penanggung hutang
dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili
yang baru dengan  menggunakan = surat
pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
1. sekretaris unit eselon I atau Kepala Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal;
Kepala Satuan Kerja domisili baru; dan
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara pada domisili lama dan baru;
mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir
daftar Kerugian Negara; dan
mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian
berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya
dari Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

domisili baru.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh

Kepala Satuan Kerja domisili baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf a atas
nama pegawai atau debitur bersangkutan;
mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian
Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan

melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian
Negara kepada sekretaris unit eselon I atau Kepala
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan

tembusan kepada:
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1. atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
dan
2. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya

Kerugian Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara
kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan
sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
dinyatakan masih tetap berlaku; dan

Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan
Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 756

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Format Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian

Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA®)

SURAT TUGAS
NOMOR ....... /SJ-DAG/ST ...
Dalam ranglka melsksanalkan tugas verifikasi atas informassi terjadinya

Kerugisn Negara, kami menugssi:
1. Nama/NIP T

Pangkat/=20lonigayl 1 i rm e meaneans

Jabatan e R R S SR SR
2. Nama/NIP B e R R B R SR S

Panglat/solofIZan  : ..cccviciieicrimimiinrercsaninrmonenans

Jabatan e S S N e e e

unm.k melaksanskan venﬁkan pada tangeal ...... sd .......atas informasi terjadinys
Kerugian Negara skibat kelturangen. . ................ [uang/ surat berharga/ barang milik
negara dan/atou uang/barang bukan milik negara **} yang diketshui dari hasil
.......... (pengawasan/pemeriksaan/ laporan/informasi/perhifungan ex officio™¥)
nomor....... tannzgal ............ perihal ...

Surat Tugss ini disusun untuk dilaksanakan dan setelahh selesai di
lakzansksan, agar segera menysmpaikan laporan hasil verifikasi dimalksud. Kepads
instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksansan tugas

tersebut.
Tempat, tangeal ... ........
Atazan Langsuns/Kepala Satuan
Kerja**),
. 3
Tembusan
T e
B AR S, dan seterusnys.

*] Diisi nama organisasifsatuan kerja tempat terjadinya Kerugian Nezara
**] Pilih salah ==stu.
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Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

NAMA UNIT ORGANISAS]/ SATUAN KERJAY)

Nomer —— FA0) 1.1 ] [ ——

Sifat : Rahasia

Lampiran  : Satu berkas

Hal » Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara
YEh. e {Kepala Satuan Kerja/Atazan Kepala Satuan Kerja *)

di

............................

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal
cebagai berikut:

1 Berdasarkan Surat Tugas nomor ... Emgsal .o untuk
melalukan verifikasi atas informasi terjedinya Kerugian Negara aldbat kekurangan
.................. {uang/ surat berharga/ barang mikk nagara atau uangbarang bukan mikik
negam“] di lingku.ngsm ................... (Safuan Kerja®) yang diketshui dsri hasil

ceernesnennne | PENGAVQSAN/ pemeriksaan laporan/ informasi/ perhifungan
ex oﬁcw‘“‘] ROMOY ...omeeeneenen. tanggal .....ooveoeeeperihal L

2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bakava berdasarkan
hasil wverifikasi dimaksud t_rdapat,ftxdak terdapat®™) indikasi Kerugian Negara

.. (blla ferdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari
kakumngun mmg, surat berharga, dan/ofau barang dimaksud) dan terlampir kami
sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikizn disampaikan, atas perhatian Bapsk/lbu diucapkan terima kasih.

NP oo

‘) Diisi nama crganiszsi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
“2} Filih salsh satu.
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Format Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

[MAMA UNIT ORGANISASI/ S3ATUAN KERJA® |

LAFORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKAST ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI L INGEUNGAN <v.cvomvmsecsacrnesene.n [SETIZR Kezja 7]
NOMOR .......... £53J-DAG/ ......

L Fendzhuluan
A. DazarHukum
1. PFeraturan Menteri Ferdagangan Nomor ....... $20-DAGS ... tantang Tata
Carz Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap ch:.m Negeri Sukan
Eqndanara di Lingkungan Kementerian Perdagsngsn; dan
Z. Surat Tugss NOMOT coeereeeveemesenes ERAZEAD i e
B. Makzud dan Tujuan
1. untuk membulktian kibenaran atag adanya informasi Kerugian Negars di

HNEKUNEEN .o veer secreeen (STtUER XKevja®] yang diketahui dari hazil
{p:rgsunsﬂnjpzmmks..anf laporan/informasi/ serhiungan
sxqrﬁsm“] BOLIET .oveeent2REREl L PRI ]

Z. untuk mengetahui apakan ads Km.gmn Hagaz- akivat kakurangan
rssrerserenen [UEDE S FUTAL berAarga /barang milik negara atsu uang/barang
trian mik negara™) di ingkung=n .............[Satuan Xera®); dan

%, untuk mendapaticsn tukt pendukung yanyg dayat dipertanggungiawsbian
untuk mendukung haci verifikazi dimaikzud,

II. Felzkranaan Verifikssi

(Jslackan proze: pelzkcanasn varifikcasi dan bukt pendukangnys)
L. Hazil Verifikasi

(Jslazkan zecars ringkas hasil dari pe/aiczana=n verifikasi)
IV, Heximpulan Hacil Varifikaszi

B hmshnmnsamans s ——————— s B sateruznys.
Damilkian dizzmpaiian untuk dayat ditindakianjut sezual ketentuan vang barlzku,
Ditetanian 4 o ieeeenes cenee

Pads tangpal c.ecvrecernanrens
Pambuat Laporamn,

*] Diisi nama crganizacijsetuan korja tempat terjadinya terjadings Kerugizn HNeg=ra.
"] Fili: g=lal catu,
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Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan
Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA¥)

Nomor T weesss s /SJ-DAG/........

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu berkas

Hal : Lapran Hasil PemeriksaanTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
& < HR— (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian
Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan|
..................... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil

pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ..................... tangeal ..o
peribal. o cmiisnemme o , yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan
...................... (uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan|
milik negara™™®] Derapa...osscossss (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga,
dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp|
..................... (c..... sebutkan dalam huruf .........) disebabkan karena
..................... 1) dari Baudara. s s NIP usssssmeiis JADEEID »onnnsesnonsrssmnne

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memintal
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan
laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima

kasih.

Ketua TPKN,

-----------------------------

) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

“**) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan
melanggar hukum atau lalai.
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Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Perdagangan

[ HAMA UNIT ORCANISASI/ SATUAN KERJA ¥ |

Nomor 2 wssmannennif SO DRG] i iannnensoninsacs

Bifat : Rahagia

| =mpiran = Satu berkax

F=1 : Laporan Tardapat Indikasi Kerugian Negara

(th. Menteri Pardagangyan Republik Indonezia
u.p.

Bekretariz Jandersl Kementerian Pardagangsn
Ualan M.I. Ridwan Raic No. 5

Jalkarss puzat

Sehubungan dengan hal tercebus di ataz, dengan hormat kami laperkan

hal-hal sebagsd berilout:

1. Berdazarkan informasi dari L
{p'r,gezmcszr,’umenk..m'zf!ﬂwrm*;Lﬂﬁnﬂarzpcr}ﬁwqm &x gfficis*®] nomer
Snmansassmemisansusnens s FATIEEAL . --... perikal ... Fang menyampsilan bahwa

ada.nv.:. kemg;m Negara dz hngkungm ._.-.....-!Sama.n Hzrja“} [terlampir].

. Menindaklanjud hal terzebus, Lum: tzlah melalculesn  wverifikasi  atac

informasi/laporan dimaksud dengan hacil verifikasi terdapat indilasi Kerugian

Negara pada lingkungan............ [Satuan Kerja®l dengan kekurangan......

[uang/surat berharga/barang milik negara atou uang/barang bukan milik

negara®®) karupa.......... o |Szbutican jenis dan fumlah uang, surat berharga,

dan/atau barang dimoksud] dan terlampir kami campaikan laporan hacil
verifilcasi bezerta buliti peandukungnya.

LS. Serkenasn hal tersebut di atas, kami akan memproses penyslessisn Kerugian
Negara dimalorud segual katentuan Peratursn Menteri Pardagangan Nomoer
.............. J8J-DAG/....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara
Terhadap Fegawai Negeri Bukan Bendshara di Linglrungan Kementerian
Perdagangan

Demikisn lami laporkan, atar perhatian Bapalk/lbu diucapkan terima

kazih.
Atazan Kepals Satuan Kerja
fEe=pala Satuan Kerja*,
Tambusan:

1. Fimpinan Uxit 2zdlon I;
2. Atzzan Xepals Satusn Kerjs; dan
3. Xepala Eiro Keuangan, Sekretarist Jendaral.

*] Dtz nama organizes fsatiam karj= tarpat tarjadinya terjadings Kerugian Nugra
"] Fiiil gatah eaty,
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Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

| NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 4|

Nomor .o fSI-DAG/ . e

Sifat 2

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketus Badan Pemeriksa Keuangan
di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-
hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui deri hasil (pengawasan/pemeriksaan/
laporan/informast/ perhffungan ex officic®) NOMOY weveeeemeennnce.. tangeal .......... perihal
............. yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan
................. (Safuan Kerja®) (terlampir].

2. Menindsklanjuti hal tersebut, kami telzh melalukan verifikaszi atas informasi/laporan
dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di Iingkungan
e GQTHAQN Kerja®) dengan kelorangan. ....eeeeeeen, {uang/ surat
berharga/barang milik negara afau uang/barang bukan milik negara®™)
berupa.........oem{sebutkan jenis dan jumlsh uang, surat berhargs, dan/atau barang
dimsksud} dan terlampir kami sampaikan laperan hasil verifikasi beserta buldi
pendukusnya.

3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara
dimsksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor A
DAG/..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Demildan disampaikan, atas perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
{Kepala Satuan Kerja*],

Tembugan:

1. Pimpinan Unit Ecelon I;

2, Atsgan Kepala Satuan Kafja; dan

3. K=pals Siro X=suangan, Selretariat Jandaral

‘] Diisi nam3 organizasifzatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Herugian Nagara,
**] Pililz galah zatis.
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Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian
Negara

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA %)
DAFTAR. PERTANYAAN PENYUSUNAN
KERONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
o Partanvasr o Jawalnn
1 |Begaimana lejacian Kerugian Negara dapat diletahud? 1
a2 Den?.n cara. hagmnam Kerugian Negara itudam: terjadi? 2
Beram jumlah lelarangsn usngsurat berhars brang
3 |milikk nagera dan/ atau wong/bersng bulcan milile nagara| 3
4 |Beram jumlah Kerugisn Hegara yang didarits oleh nagara®
5 Amtila belum dspar clitezaplon dangesn pasti, berapa ldra- 5
Kra jumlah Kerugisn Negara dimaloud? ) )
Sinpn  mmja  [pama,  jabatan, pangat dan dalam
Imdudulammys cetrzai am) yang tarindilag rarlilar delam
5 l=jacian Kerugisn Negara dan ssmpi dimens mersals s
harus danggap rurut dalam melangzar lilum/melalailon
l=wajibannya sehingsa mengpldiztlon terjadnm Kerugian
Hegaracimadewd? : :
Amlcah  l=jadian Kerugian MNegra dmaloud cudsh
dilaporiown lepads phal Kepdizing FI atau telah ada
-~ |l=mutumn Pengadilan yang berleloatan hulum tetard -
" |iJiim  ada  Glampirlen  Surat  laporan;Eerita  Acara
Pemerizonan Folid asau leputusan pengadilan atas yang
bersangloatan).
Aplosh ads Flhalk Katigs yang dalam hal ini dirugilean dan
s teram jumlah yang harus dbayar lepadanya dan apal=h s
ada peraturan perundsngundsngn untulc merjadi daszar
urcul: malalulom pembayaran itu?
Amnlcah ada Pihale Ketiga yang <dalam hal ini dimtunglan
a dan beraps jumlshmya serta atac mana negara dapat 9
menurrur pengFantisn/ pembayaran lembeli dari Fhalk
Ketigp dimaleud?
Tempat,
tanggal. @~ 0 ...
(Nama Anggota TPKN}
*] Diisi nama organicaci/ satuan kerja tempat terjadinys terjadinya Kerugian
Negara
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8. Format Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hariini ......... tanigeal « s Balan e tahun ...... s yang bertanda tangan di

bawah ini:
1. Nama / NIP T T T A NIP cooiiniiinniinnnnns

Jabatan SN e AR TR
2. Nama / NIP L R MIP cocoianspmssses

Jabatan Srmaamrnssa G R
3. Nama / NIP e NIP..oiiiiiiiiiiiinen,

Jabatan T

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan

TPKN Nomor................ tanggal............. Tentang.......... telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama/NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan E

Uhlf eeossimnssnanss

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban
sebagai berikut:
1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?

3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara
sampai dengan sekarang?
3. Riwayat pendidikan formal ..........cccccevviuiiiiiniiriniieenniresceienie e
Riwayat pendidikan KediNaSan ..........cccceececeeiiiiiiiiiiiiieiieeeesresssssrensseeses Riwayat pekerjaan
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/ surat berharga/barang milik negara dan / atau uang/barang bukan
milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
4.

5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang

bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
5.

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil
pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

6

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan
it

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang
bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa, Pemeriksa, Anggota TPKN
.......................................... 1 spsssnrmsmniianns
NIP ..vscommsmviinmmimsssmsnsammsins MR it s e snas sammamns
@ R e
I i e vrnnsnmnnsmmanssonnans
B s
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Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA /BARANG MILIK
NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)
NOMOR ...ouvene /SI-DAG/.ecurrererane.

I.  Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ....... /SJ-DAG/....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor......... tanggal............

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
.................. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)
berupa............. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan
terjadinya kekurangan ............... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan
milik negara**);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ............ (uang/surat berharga/barang milik
negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan
Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ................ (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara,
pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan
yang diduga melakukan Kerugian Negara)

dan seterusnya.

111 Hasﬂ Pcmenksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta
kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
Ll nnrwinissaniTasrsTTaBGsETRRRTSTR E sTssessssnna dan Seteritsnya.
IV. Kesimpulan Pemeriksaan
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya
kelourangan:. s (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)
benapa i (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) yang disebabkan
karena akibat ......cccveriinene ***) dari Saudara ........ooeeeen NIP coasimvavnn JabatB s mnnans
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan .............c..... (uang/surat berharga/barang milik
negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp ............... (cvmven sebutkan dalam huruf
...). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan
milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)
3. Harta kekayaan milik Saudara.............c.ceewnennyang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Keruglan Negara berupa:
dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti
kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)
F v S S R T R dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .......ceeeeennnen
Pada tanggal ......cccccunnnnnne
Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN
NIP coviiineniiesssnniennanes NIP covviieiririnenersnnnnnns

3. Anggota TPKN
NIF s s ivssivassins

*)  Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**)  Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
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10. Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan
Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK
NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA*¥)
NOMOR .......... /SI-DAG/...coruerenn.

I.  Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ....... /SJ-DAG/....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor......... tanggal............

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
.................. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)
berupa............. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan
terjadinya kekurangan ............... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan
milik negara**);

¢. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ........ «.. (uang/surat berharga/barang milik
negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan
Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ...........c.... (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara,
pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan
yang diduga melakukan Kerugian Negara)
2 ........................................................................................................ dan seterusnya.
III. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta
kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
L. sonsmsanssmenssaonamnscns snsmnsnse massass (ossansns v R e S A A RSSO RSN SRS wa e
D T R R T S S S S VR SR R S R R S SR R SRR dan seterusnya.
IV. Kesimpulan Pemeriksaan
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya
kekurangan ..csvamsessrass (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**)
berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan
karena akibat .........ooernnee ***) dari Saudara ......cceveveee NIP jabatan ......cceceeeeenene
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik
negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp ............... LR sebutkan dalam huruf
...... ). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan
milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

3. Harta kekayaan milik Saudara...........c.ceiin., yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Negara berupa:
e P e T P e o ey
Dl smmsmm o s i 8 A Y RS R R SRS AT S dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti

kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)
U g - A0~ SN T 2. dan seterusnya.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .......ccvvuueenns

Pada tanggal .......cccocuvuees
Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN
. £ 12 R —————— 13|

3. Anggota TPKN
NIP icvammmimissives

¥} Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**)  Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
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Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan
Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik
Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISAS]/SATUAN KERJA*)

LAPORAN
TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA *¥)
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA

I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .......... /SJ-DAG/........ tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan

b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
NOomoOr ....oovvvvevvnnnnnn. tanggal............ tentang............

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab|
atas terjadinya kekurangan ............coceceieieen (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..................
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahar
dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan
.......................... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang
bukan milik negara**);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan ............. ( uang/surat
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang]
diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian
Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan .....................
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik
negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis
terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlaH
Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan
Kerugian Negara)
Vi i e R O O S e S A T A s R A e
D S R T S R S e S R e S dan|
seterusnya.
[1I. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah
Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian
Negara)
P e T R T A T T A S S R dan seterusnya.
[V. Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa
terbukti terjadinya kekurangan ............cceuenennn. (uang/ surat berharga/barang milik
negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ......... (sebutkan jenis dan
jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
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1. dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **)

dari Saudara .........c........ NIP ..ccvvvveeee Jabatan...........

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ................ (uang/ surat
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **)
dimaksud sebesar Rp ........cevueeee. (...... sebutkan dalam huruf ..... ).

3. Harta kekayaan milik Saudara .................. yang dapat dijadikan sebagai
jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
= DT
B s rer s v I R R R N S S S dan seterusnya.

B, s R S R R R dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang
berlaku.

Ditetapkan di .....cccovvevevnrnninnens
Pada tanggal ......ccccviiiiininnnnn.
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN

...................................................................

..................................

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
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12. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan
Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik
Negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri bukan Bendahara

NAMA UNIT ORCANISAS]/ SATUAN KERJAY)

LAPORAN

TENTANG
HASIL PEMERIX2AAN KERUGIAN NECARA ATAS XKEKURANCGAN UANG/SURAT

BERHARGA/EARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BURAN MILIK
NEGARA*) DISEBABKAN BUKAN PEREUATAN MELANGGAR HUXUM ATAU
LALAI FEGAWAI NEGERI BUXAN BEENDAHARA
NOMOR. ..riesamnses FEIDIAG T cincinnsaisn

I. Pendzhuluan
1. Dagar Pemeriksazn
a. Peraturan Manteri Pardagangan Nomor ...... e 3T-DAG/ .ccceaunn.... tentang Tata
Cara Tuntussn Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawsai Negeri Bukan
Eendshara di Lingkungan Xementerian Perdagangan; dan
b. Surat Heputuzan pembentuksn Tim Fenyelezaian Herugian HNegara {TPKN]
NomoT .vveevennmne TANERAL v veerenns LENLANE coveanensaaneen
2. Maksud dan Tujuan Femerikssan
a. Untuk mengs=tahui Pegawai Negeari Bulkan Bendshara yvang bertanggangjawak
ataz terjadinya kekuramgan ........cceeeeee.. (uang/surat berkarge/barang milik
negara atou wang barang bukan milik negara®} berups ...........ooeeeee. [ sEbutkan
Jjeniz dan jumiah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
b. Untuk mengs=tahui panyebab perbuatan Fegmwai Neperi Bukan Bendzhara
dimakzud vyang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..o
[uang/surat berhsarga/barang milik negara atau uvang/barang bukan :m]:lr.

negara®?);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas keluramgan .....oeeeceeeeenn.
[uang/surat berkarga/barang milik negora atou ucng/barang bukan n.u.k
negara®’|;

d. Manginventarizasi harta kekayaan milik Pegawai ITegeri Bulkan Sendahara yang
diduga melakuksn Kerugizn Negsra untuk dijadikan jaminan penyel=zaian
Harugian Negars; dan

e. Untule mengstshuil kronclogiz terjadinys periztiwa kelkursngan ...
[wang/surat berharge/barang milik negara atow uang/barang bukan MLIJ:
negara®®} dimalkzud.

II. Pelslesansari Pemerikzasn
{Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Benda hara yang diperiksa, kronologis
terjadinga Herugian Negara, psngumpulan bukt pendukung, penghitungan jumiah

Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melaickan

Kerugian Negara)

5 OSSR ——— R R RS e A A R ST

SO SRESEERS e aess os UA,
seterusnyva.

II. Haxil Pemerikcasn
[J=lasican hasil pelaksanagan pemeriksaagn Kerugian Negara dietaksud, jumiah
Ke=rugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negarz]

S RSP o S =

2 NN — N > = £ L
seteruznya.
IV, Kegimpulan
1. Berdagarican haxil pemerikzaan Tim Penyelssaian Kerugizn Negara {(TPKN] bahwra
terbuks terjadinys kelurangan . ernnmneasnsneeees (UATGY sUrat bzrharga/barang
milik negarz atau uang,/barang isukan. rmhi: n:gara“] barups .. sebutkan
jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dl.m:zksud} yang bukan
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dizebabkan perbuatan melanggar hulkum atau lalai dari S8audara ... NIP
PRI TSI 1)1 | -1, SRR
zeteruznya.
Demildan dizampaikan untuk dapat digndaldanjut cseruai ketsntuan yvang barlaki
Ditetapkan di ..oooeermiciiiieniinnns
T R T —
FPembuat Laporan Anggota TPEN,

1. Hatua TPEN 2. Anggota TPEN

¥ Diizi nama organizasi/zatuan karja tempat terjadinya Kerugian Negara,
** Pilik calah satu.
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13. Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan

TPKN
|
| NAMA UNIT ORGANIRAS] BATUAN KERJA:‘J
Nomor @ .veeeenn f3I-DAG, ..
Difat :
Lampiran :
Hat : Pendapat atas Lavoran Hagil Pemerikzaan

Tim Panyel=gaian Kerugian Negara {TFKN]

Tth. Ketua Tim Penyelezaian Kerugian Negara [TPKN)

di
Sshubungsn dengan Surat Saudara nomor ....ceeeee.. tANEEAL ovvimeinneannn,
perihal ............;ee FERg meanvampailkan Laporan Ha::ll Pemerikzaan TPKN nomer
SO - - - .| SO perihal Locoveeescnans Mdengsn ini lcami campaikan bahwa

berdasarkan penslahsswn atax laporan hacil pemerikzasn dimaleud bezerta bulkti
perdukung dan mempertimbanglkan ketsntuan pads Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor ..cocsssssin J8I-DAGH......... tantanp Tata Cara Tuntutan Gand Kerugian
Negara Terhadsp Pegmwai Negeri Bukan Bendahara Di Linglungan Kementerian
Perdagangan, lkami berpendapat menyetujui Laporan Hazil Pemerikzaan TFEN
dimaksud yang manyatakan bahwa terbukt terjadinys lkekurang=n............
[uang/ surar barharga/barang milik negarz atau uangbarang bukan milik negara *7}
disebabkan perbuatzn melanggar hukum atou lalgifbukon diszbabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalad **) Saudara................ WP, jabatan
Berkenoon dengan hal terssbut di atas, kami menugaskan TPEN untuk
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Z\'egam sesual ketentuan pada Peratiran
Mznt=ri Pardogangan Nomor ......tSJ-DAGY........ dimzksud kepoda Saudara
vrrrerenaneensy  OEMGEAN mengupayakan surat pemyataan kKzsanggupon dandatax
pe:'tgczk'.mn bahwa kerugion dimaksud menjadi tanggung jowabnyz don berszdia
menggart Kerugion Negara dimoksud dalam bentuk Surat Keterangon Tangggung
Jowabk Mutlok (SKETJM) (pernyatasn ini ditzmbahkan bila mana PPEN menyetujui
kekurangan uang, surat berharga/barang dimaksud dissbabkan perbuatan mslanggar
frukum atau lalai)

Demikian dizampailkan atss parhatizn Saudars diucapkan terima kazih.

Kepsls Satuan Kerja/Atazan
Kepals Satuan Kerja®’]

*| Diisi rmms organicas frabuen Jerja teonpat terjadivys tarjadinys Harugisn Negars,
i Filin galan cam.




= 7

14. Format Surat Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja Kepada
Menteri Perdagangan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA °)

Neomeor BN - < L ;0 SO
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKI}

Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
up.

Sekyetariz Jenderal Kementerian Perdaganzan

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5

Jakarts Pusat

Sehubungan denpan hal tersebut di atss, dengan hormat kami Isporkan hal-hal
sebagal barikut:

1. Berkenasn dengan telah terjadi kekurangan ... {uang/surat berharga/barang milik
negara afau uang/barang kukan milik negara®™) berupa ............... (sebutkan jemis dan
jumlah uang, surat berharga, dan/atou barang dimaksud) di lingkungan................ (Safuan
Kerjo). Kami telah menindaldanjufi hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian
Kerugian Negara (TFEN] dengan Keputusan Pembentukan TPEN Nomor.........
Tangeal........... tentang ... (terlampir), dan sudsh melakukan pemeriksasn atas
Kerugian Negara dimaksud dengan Laperan Hasil Pemeriksaan nomor . .. Tangzal

...{terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPEN stau anhat yang
&f‘nen kew_nangan dengan surat nomor .............. tanggal ... Perihal Pendapat atas
Laporan Hasil Pemeriksasn TPKN (terlampir).

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bshwa terbuldi terjadinya Kerugian
Negara aldbat kelurangan ... (uang/suraf berharga/barang mifik negara afau
uang/ barang bukan milik negara™) DEIUPA .....cc.ovennnnn. (SEbutkan jenis dan jumlah
uang, suraf berharga, dan/ afau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar
Bp i [cerreruan gebutkan dalam huruf....} yang disebsbkan karena
P ... ™% dari Saudara ... NIP ................ Jabatan ..o

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan tevima kasih.

Kepzla Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja™)

Tembusan:

1. Pimpinan Urit Eselen [ yang bersangkutan;

2.  Atasan Langsung Kepsla Satuan Kerja yang bersanghutan; dan
3.  Kepala Biro Keuangan, Seloretariat Jenderal.

*  Diizi nama crganizasi/catuan karja tempat terjadinya Kerugian Nagara,

*¥ Pilih zalah zata.

*#¥ Dilih talah satu: parbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai] bukan parbuatan melanggar hukum
atay lalai.
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15. Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

WAMA UMNIT ORGANI2ASI/ BATUAIN KERJA )

Nomor T sesssssisssssaineve] M AITUE] sonsnsenoss

Sifat :

Lampiran

Hat : Fendapat stat Laporan Hagil Pemerikzazn

Tim Penyelzzaian Kerugian Negara (TPXN]

Yth. Katua Tim Penyslezaizn Karugian Nagara [TPEN)
di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomer.............. tanggal ......... rperihal
veerreeeeeyANE menyampaikan Laporan Hasil Pemerikzaan TPXN nomor ...
tanggal oo PETERAL iiciisissens , deng=n ini kami zampaiksn bahwa
berdasarkan penelshasn ataz laporan hasil pemerikiaan dimalkiud dan
mempartimbangkan  ketentuaw  pada  Peraturan  Nomor ... J3J-
DAG/........tentany Tats Cara Tuntutan Canti Kerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Sendahsra Di Lingkungan Kementerian Pardagangan, kami
berpendapat tidak menystujui atas Laporan Hacil Pameriksaan TPEN dimalkzud.

Parlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menystujui atac Laporan Hazil
Femariceaan dimaksud srkait massri. vrvemmecsasereeens  (SEBUtkan dan jelaskan
mat=ri Laporan Hasil Pemerksaan TFEXN yang ’adczk disetufui PFEN|

Berkenaan dengan hal terzebut di ataz, kami menugaskan TPKN ragera untuk
melakulcsn pamerikzasn ulsng terhadap materi yang tidak dizetujui terzebut di atag
dalam Laporan Hagil Pemerikzaan dimakoud.

Demikian dizampaikan ataz parhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Eepals Satuan Kerja/ Atazan Xepala
Satusn Kerja®)

L, L - ——

* Diixi namas organizasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinys Karugian Negara,
#¥ Pilih zalah gatu.
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16. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

SUFAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN®)

Yang bertanda tengan di bawsh mt:

Nama/NIP J - . 11 L I———
Pangka/Golongan .o seenes
Jabatan T A P RN
Unit E comersaveem e e s S

bertindsk selaku (Pthak yang Merugikan stau Penzampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl
Wans dari Saudara ....cooeooeeeeecn. *| menyatakan kesangzupan dan/stan mengalul
gkan bertangzung jawab atas Kerugian Negara sehesar Bp ................. [—sebuthan
dalam huruf ........) etas kelurangan ... {uang/surat berharga/barang
miltk negara atau uang/barang bukan mitk negara®] berupa ........... [sebutkan jenis
dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia
untuk mengeant sepenubnyz dalam bentuk Surat Keterangan Tangrunz Jawsb

Mutlalk (SEJM].
Surat pemyatasn ini saya buat dengan sadar dan tanpa pakssan dan
pthak manapun.
Mengetshur: Yang membust pemnyataan,
Kepala Kantor/Satuan Kerja
meteral cukup
NIP ot NIP cooeeeerrereeesnsennssesssenes

| Pilih seleh satu.
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17. Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan
Pihak Yang Merugikan

SURAT KETEFANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertands tangan di bawsh ini:

Nama/ NIP B st NIP oo
Jabatan B S M R S R R T
Unit e S SRR S RS A TR A R AR
Alamat

menyetakan dengan tidek skan menarik kembali, bahwa saya bertangzung jswsb
atas Kerugian Negara sebesar Rp ................... [ ... sebutkan dengan huruf ... ), yakni
kerugian yang disebabkan atas lekurangan. ...l [uang/ surat
berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara®) berupa ............
|sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugion Negara dimaksud felah saya ganfi dengan menyeiorkan jumlah

dimaksud ke rekering Kas Negara di ...ceveevvevecvecinnnnnn, pada tanggal .................
(salinan bukti tanda zefor dilampirkan bersama ini). ¥
atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah
dimaksud ke rekening Kas Negara di.................... dalam jangka wakfu ............ ",
dengan angsuran fiap bulan sebesar Rp...oeueeveeannnn..... oo sebutkan dengan
vl cosiiness ) dengan menyerahkan jaminan berupa .......cccvcvvevene. %

Apabila dslam jangka waktu di atas setelsh ssya menandatangani
pernyataan ini ternysta saya tidak mengeant seluruh jumlsh kerugian terzebut,
maka Negsra dapst menjus]l atau melelang barang jaminan tersebut. Szya
menyadari bzhwa setelah Lketerangan imu dibuat tidsk boleh menggjukan
pembelazn diri dslam bentuk apspun.

Mengetshui:
Kepala Kantor/ Satuan Kega)

metersi cukup

E £SO (Na.m penangiuny jawab kerugian u:;ua}
Saksi-Saksi

L b s

D s sssssssce s s

*’} Pilih zalah satu.

*¥  Pilih zalah satu pernyatasn 1. dan 2. Ieterai

#e%  Harugian Negara alibat paroustan melangyar hukum paling lama 90 hari kalender sejsk
SHTJIM ditandatargani atau aldbat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani
atan jumnglhka waltu sezuai dengan persetujusn Menteri --atag jangka vakeu kondisi tertentu.
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18. Format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari
Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGOUNGJIJATAE MUTLAK

Yang bartand= tangav di bawak ini:

Hamz= B o s s s e
Alamat B R G G e R
Hampr XTF -

Schagal Peng=mpu/Y=ny Memyparolell H=k/Anl Wariz*] d=ri pin=k Pananggung Jawab
Kerugizn =t=z:
Hama; HIP

Pangiat/Colongz=n
Unit

menyatakan dengan tidak akan menarik kembal, bzhw= szya bariavggung jmwab atas

Kerugian Negara sobear BP «oereevrvanmees [oreeen SEBUEREN dEengan R .........), Fakni karugian

dizebabkan =2tz KeKUTANEAN .ccccrcecsieeneeen.. [UERG/SUrat derfarga/barang miik negarz

atow uarg/bareng bukan miik Regora™] DETAPE .vveeerians [sebutican jenis dzn fumizh uang.

surst serharga, dsn/alau dorang dimaksud].

1. Jumilah Kerugian HNegara dimaksud tel=h saya ganti dengzn maenyetorkzn jumlah
dimakiud e rekaning Koz Napgar= di cocccvecce e, PEAE t2NETAL cnieeviaans [zalin=n bulkti
tanda sator dilampirican barz=ma ini). ¥}

=t=u
2. Juml=zh Ecrugian Hagara dimaksud =k=n z=ya ganti doengan manycetorkan jumlan
dimakzud ke rekaning K=z Nagara di.......... dalam jangks WakDl ..eeeeeesiee ], dengan
angzuran tap tulazn Iebezar Ef...c.eee [ Gebatkan dengan humi ..) dengan
menyersNkan jRminan BEIUPR e cavrrmens semnsmanes b

Apabila dalam jangica walkte d4i atar totolan saya monandstsnpani pernystaan ini
tarmyata smya tidak menggant seluruh jumizh kerugian terzebut, maka MWegars dapat
menjual atay melclzng barang jaminen terzabut. Sayz manysdar bahwa ateiah ketarangan
ini dibust tidak boleh mengajulkan rambelzan diri dalam bentuk apayun.

Mengatahui: Temyat, IEOETAL eriavnemnrraenaaneens
Kepsala Kantor; Satuan Kerja

materal cukup

[Nam= Fengamruyf Yang Mempardich
Hak/Anl Wariz dari Penanggung Jawab

Kerugian Nagars]
Sakri-Salci:
L A SRR R R e e
= R R ———
| Filin galah gang.
|  Filik galan gao) parnyatesa 1. gan 2.
v  Harugisw Nogara slobat pertustan malswpgEr hulum paling lama 50 han kalondar zojak

SETIM ditamdstavgeri sty aicbet kelstmiav pal ing lams= 34 bulmm sejalc SXTIM
kondid werientuy.
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19. Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

i.

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama / NIF -SSR Ji . | | = weee ¥

Panglat [ Colotimit  Soscsssansmmsrmamsseal 0L sosssmsrsmsississamasvenc U]

Unit lceria o . ..
Tempat tinggal S

dengan ini menyataian:

Bahwa zebagsi tindsl lanjut atas Surat Ketsrangaw Tanggung Jawabk Liuatlal

(SECIM] yang zaya buat tanggal .....cccceeeee... de=ngan ini zayva menyerahkan

barang-barang, hak-hak atas barang, zurat-zurat berharga, hak-hak atac

tagihaw barupa:

a. Tanah (z=butlkan staruz Hal Milikk/Adat/HGE, luaz, lelazi, bukti pemilikan
d=n lain-lain];

b. SBangunan [zsebutkan permansn, semi permanen, luas, lokasifalamat, bukti
IME dan lain-lain);

c. Sarang bergeralk [zebutkan jeniz, nilai, bukd pemililcan dan lain-laial;

d. Tagihawn Piutang {sebuticss jeniz, nilai, bukd pemilikan dan lain-lain};

e. Surat-zurat Berhargs (ssbutlean jeniz, =nilal, bulti pemilikan dan lain-lain].

zebagsi jaminan ataz pengembalian Herugian Negara yang menjadi

tanppungiawab caya csebesar Fooooeeen. feeee.. sebutkan dengan haraf ... }

Bakwa barang-barang, hak atss barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan

terzabat palah gsya zerahlean kepads negars yang dalam hal ini diawakili oleh:

Nama / NIP } SR PR Y Tl | |

Pangka: / Golongan @ .vcereeincinnnenevenen L - S -

Jabatan TR [minimal Pejabaz E;cim':. I t'F'..gpa!a. Batusw Kerja]

Unis L

Dengan disakrikan cleh:
Nama / NIP pAOURRRUV J 1 | |

5T Ts, ST LA L R e Lo - | PARSR——————————
Jab=ran S e U B S R S S S RS S

Nama / NIP S ,I'NIP rmemmarmeetres s m———————
Pangicat / Golongan .....-.............,fGnl---..................-............-.-...
Jabmzan S o e e o i< s

Unis O =P R .

Meanjamin bahwa barang-barang, hak-halk atas barang, suras-zurat berharga,
hak-hak atax tsgihan terzebut pads butir 1 di atas, adalah benar-benar
milils/hak zxya pribadi yang sah zerta tidsk dalam keadaan zengketa dan tidak
terdapat bzban-beban lainnya.

Apabils zampai dengan tanggal..............-f2rmyata saya  tidalk mampu
mengambalikan seluruh Kerugian Negara ssluruhnya, maka barang-barang,
hak-hak ataz barang, surat-surat berharga, hak-halk atas tagihan terzebut pada
butir 1 di ataz, says serahian sepenubnya kepada negara untuk dijusl, dilelang,
ditagih atsupun diterima guna penye=lecaizn kewajiban caya untulk bertangpung
jawab atas Kerugian Negara dimakzud.,

Apabils hasil penjualan/pelslangsan/penapihan tersebut pada butir 4 di atag
tamyata kurang dari jumlah Kerugi=w I=gars yang haruz ssya kembalikan,
malks lalturangan tetap menjadi tsmggung j=wab saya =stau Pengampu/Yang
Memperclah Halc/ ARl Wariz zava.

. Apabils hazil penjualan fpelaiangan foensgihan terzebut pada butir 4 di atac

melabihi jumlal kekurangsn Kerugian Negara yang harus saya kembalilan,
maks lkalebihannys alan cays atsiy FPengampu/Yang Memperclah HalkfAkb
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Wariz saya terima leambali zer=lah dipotong biaya-biaya yang t=lah dikesluarkan
aleh negara sehubungan deng=n penjualan fpelalangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas  Herugiean Wegara ni  tidak
menganyampingkan tindsksn hukum pihalk yang berwajic dan atsa tindakan
adminiztrasi kepegswaian berdasarkan peraturan perundang-undang=n yang
barlalu,

Demikian penyerahan ini zay= buat dalam keadaan cekat, tadar dan tanpa adanya
paksaan atau telmnan dar pihalk manspun.

Tempat, tangEal...coveeenn
Yang menerima penyeralan Yang menyerahlcan,
Jaminan,

Mastarai cukup

MIP oummnsissssaEns

Sakri-saloei

L ecurnumiisn I

* KI?, panglat/golongan, jabatan, unit di izl bagi yanp mensndatangswni gurat
pernystasy merupakan Pegavrai Negeri Bulcan Bandahara zebagai pihalk yang
merugilan.
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20. Format Surat Kuasa untuk Menjual atau Melelang

HAMA UNIT ORCGANIZABIS SATUAN XERJA ¥
SURAT KUAZRA UNTUK MERJUAL /{MELELATTG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama [/ ITIF RS URURRURUI J . § § =T
Pangkat/Golongm

Jabatan 3 o s e 8 R A AR AR A RS
Al=mat -

ISR <=3 S
b

T L R L r LT T T P e P P S PP

deng=w ini memberi kuazs k=pada:

HNama [ IF
Fangkat {Golongan
Jabatan

Unit

LR T L T

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Memteri Ferd=gangan
Republik Indonesia} dan dalam melalouloan:

Ihususz

untuk dan atzz nama pemberi kuacs melakulan tindakan hulkum berupa menjual
dan/atzu mencairkan barang-barang, hak-hal: ataz barang, surat-zurar berhargs,
hale-hak ataz tagihan yang z=lah dizerahkan lepada Ifzgars zezuai dengan suras
pernyatzan jaminan tangsal ooeceeceeceeceeee.s untuk digetorkan ke kas negara
zebagai panyelecaian Kerugian Nepara,

Demildan zurar kuaza ini diberikan devgan substitusi.
RS S R e AR
Tang menerima kuaza, Yang memberi kuaza,
Beterai cukup

o |1 R —————— 131 2 RSP ————

"} Diici nama crganicacifzatuan kerjs tempat terjadinya Karvgisn Nagara,
=] MNIF, pangkat/golongan, jakatan, unit di iz bagl yang manandatsngani zurst kuaza
merupakan Fegawsal Nogperi Bukan Bandanara reragsi pihzak yang marcgikan.,
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21. Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian
Negara dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris
Nomor : R AR R ST B R
Lampiran : 8=ty berkac
Hal : Permohonan Perubabhan Jangica Walktu

Fengembaliay Xerugian Hagars

Tth. Menteri Pardagangan R=publik Indonezia
u.p.

Selretariz Jenderal Kementerizan Pardagangan

Jalan M.I. Ridwan Raiz No. 5

Jalarts

Sehubung=n dengan Laporan Hazgil Pemeriksaan Tim FPenyel=zaian

Kerugi=zyy Negara {TPKN] dengan wnomor ....o....... tangzal ....ooeeee perihal Laporan
Haxzil Pemerilczasn ..cccccveaen,, Yang menvatakan bahora says:

Nama f NIP  c.cccevecerionneff NP ennicscecommanmns

Jabazzn e A R O R R S

Unit T,

bertangsung jawab  atax  terjadinya  kekurangan ... (uang/surat

berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara®) berupa
srrsrneenenenne (Eebutiian jenizs dan jumlsh u=nmg, surat berkharga, danfatsu barang
dimalezud)] dengavn jumlah Herugian Negara zszbecsr RO ceviiicnene. [
zebutkan dalam huruf .....) yang dicebablkan perbuatan lalai caya.

Sezusi ketentuan Pazal 17 ayat 3 Peraturan henteri Perdagangan Nomer
v {BI-DAGS ... tentang Tata Cars Tuntutan Canti Kerugian Negara Terhadap
Pegzmrai Negeri Bukan Bendahara di Linglcungan Kementerian Pardagangan, malka
zaya wajib mengganti Kerugian Negara dimaizcud dalam walttu paling lams 24 [dua
puluh ampat] bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM]
ditandatangani.

Eerkenaan dengan hal tercebut di atas, saya memohon perubshan janglka
walktu pengembalizn Kerugizn Negara seguai dengan ketantuan terzeburt yakni dari
2% |dua puluh empat] bulan sejalc SKTJM ditandatangani menjadi...........
l...s=butican dalam huref ....] bulan dan bersedia melalouloean pembayaran melalui
pemotongan gajiftunjsngan atsu penziun® zebapal penggantian Kerugisn Negara
dimalesud. Permohonan terse but saya ajukan karena ......oeee...  [seButkan
alasan/kondizsinya} disertai doltumen pendulkung csebagaimana terlampir.

Demikian dizampaikan, atac periati=nnya divcaplcan terima keacih.

Tembuzan:

1. Ketua Tim Penyelecaian Xarugian Negara (TPKIT);

2. Hepala Satuan Kerja/Atazan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Hausngan, Sakratariat Jendarsl,

) Pililz xala®h zatu.




-

22. Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian

Negara
KEMENTZRIAN FERDAGANGAN
Nomor T
LETIPITRI  Sovoupsmasussssie s
Hal : Panetapan Perubahan Jangla Waktu
Fengembalian Kerugian Nagara
Yth. Bdr ..ccveeevvevveneen. [FiRak Yang Mengajukan Permohonan)
di
Sehubungan dengan gurat Saudara nomer ............... tanggsl

.. perihal terzebut di atas, yang menyampaikan permchonan perubahan
ngk'.:. wak’m pengembalian Kerugian Negara terjadi aldbat kelalaian gazusi dengan
ketentuan terzebut yalkmi dari 24 (dua puluh empat] bulan zsjak 3SKTJM
ditandatangani menjadi......... [.... s=zbutkan dsngan huwruf..] bulsn, dangan
alazan kondizi mengajukan permchonan  Lkerens...........oee.selalasanfondisi
mengajukan permshonan dan pemohon).

Earkenaan dengan hal tergebut di ataz, dengan memperhatikan
alagan (kondizi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Perdagsvigan Nomer
. fBI-DAGH ... rantang Tata Cara Tuntutan Canti Xerugian Negara Terhadap
Fegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungsn Kamentsrisw Perdagangan mala
dengan ini dizampaiksn bahwa permohonan Saudara mengenai perubshan jangka
waktu pengembalinn Kerugian Negara dimabkoud dizetujui acau ditolak?)

Demikizn dizampailkan, atas perhatian Saudars diucapkan terima kasth.
Tembuzan:
{. HKepala 3atu=n Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonas; dan
2. Ketua Tim Penyelezaian Kerugian Negara [TPXH).

* Filih zalah satu.
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23. Surat Teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan

SKTJM
NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA ¢}
Nomor <
SHfat e
Eampiran ....cccaivssmiasa
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewsjiban Pelunasan/
Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara
Yih Bdr oo {Pihak Yang Menandatanggant SKTJM)
di

Menunjuk Surst Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM] tanggal
________ yang Sandara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara skan
melalukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang
Penerimasn Negsra Bukan Psgjsk (PNBP) sebesar Rp..oooeeeennoes -..sebutkan dengan
huruf.._ ).

gﬂenumt penatsusshaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum
melzslukan pelunssan/pembsyaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa

piutang PNBF sebesar Rp ... {.... sehutkan dengan huruf ... } sesusi dengan tanggal
jetuh tempo sebagsimana tercantum dalam Surat Keteranpgan Tanggung Jawab
Mutlsle (SETJIM).

Oleh karena itu diminta sgar Saudara mehinasi/membsayar tagihan tersebut
dengan menyetorkannya ke Kas Negara pads Bank/Pos Perzep=i untuk rekening Kas
Negara melslui slun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelessian Ganti Kerugian
Negara Terhadsp Pegawai Negeri Bukan Bendahsara Atau Pejabat Lain paling lambat
{5000 | TSR dan spabila Saudara telah melakukan penyetoran, dimints apar
fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepads kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membsaysr tagthan tersebut sesuai tangssl
tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan [SPn).

Demildan agsr maklum.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

Diizi nama crganisasi/zatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negars,

Dalam hal Pihak Yang Merugilan Pengampu/Yang Mempercleh Hak/Akl Waris melalailcsn
kewsjiban pembayaran zampsai 1 (zatu] bulan sebszlum melebihi waktu yang diperianjikan zeba
aimana tertuliz ads SKTJM beralnir.

R




24. Surat Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

+ 8] =

Hak,
atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

[ IMAREA UNIT ORGANISASL/ SATUAN KERJAY |

Nomor ! s

Sifat : Rahacia

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Pihak yang Merugikan /Peangampu/Yang

Memperoleh Halk/Ahli Wariz dinyatakan wanprextazi

Yth. Menteri Perdagangan Rapublik Indonesis
u.p.

Sekretaric Janderal Kementerian Perdagangan

Jalan M.I. Ridwan Rais

Jakarts

Sehubungan dengan hal terz=but di atas, dengan hormat kami laporkan hal
zebapai berilkut:

i. Berke=na=n adanys Herugian Negara di lingkungan .....c.oc........ {Sztuan Kerjc®] vang
dizebablkan kekurangsnm ... [wang/surar berharga/barang miltk negara atau
uang,/barang bukan milik negare®®| berupa . . . ......... [s=butkan jenis dan fumiah
uang, surat berharga, dan/atau barang dimcksud] sebagai aldbat perbuatan
cerereemelangear holkumflalai®] dari Saudara ....ceeeeee. NIP.....ooo.. Jabatan

2. Manindaklanjuti hal tegebut di atas, Lkami telah melakukan penuntutan
penggantan  Kerugian Megara dan  Sawpdara ...  (Pihalk  yang
Merugikan fPengampu Yang Memperclah Hak/Ahli Wariz) telah menandatanggani
Surar Heterangan Tangzung Jawab Mutlals [BKTJM] tanges=l .............. yvang
bertangzung jawab star Kerupiaw Megara zebezar Ep .......... b... sebutlean dangan
huruf ...} dan akan diganti dalam jangls waltu ............. , dengan angzuran tisp
bulan zebezar Fp .ooiinienen. f-e---zzbutlan dengsn huruf....) {t=rlampir SKTJM].
Namun campai berakhimys jangka waktu s=suai SKTJIM dimalksud, Saudara ........
belum melsalulkan pelunasan atas Kerugian Negera dimakszud.

3. Sehubungan dengan hal terzebut di atas, Saudara ............... dinyatakan
wanprestazi karena melalailkan lkewajiban pembayaran zesuai dengan SKTIM
dimalkzud dan zelanjumys penyelezsian Herugian Negara dimaksud dapat
diteruzican ke Msajelic Penyelegaian Harugian Negara untuk mendapat penetapan
putusan berupa pertimbangan penyelegaizv Kerugian IMagara dimaksud {t=rlamypir
dokuman pandulkung panyelzzajan Kerugian Negara dimalesud).

Demikian kami laperkan, atas perhatian Bapal{lbu diucaplcan terima kasih.

Kepala Batian KerjafAtazan Kepala Satuan
Karja“t)

DR it iiat it dninns

Tembuzan:
1. K=tua Majeliz Penyel=zaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan U nit Ecelon [ berzangkutan,

¥} Did mams crpgEmizaczatuen Kerjs terapst torasioes Karugtan Magars,
| Pilh saisly z=ta,
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25. Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

| MALLA UNIT ORGANISAS]/SATUAN KERJAY |

Nomor -

Jifat : Rahaczia

Lampiran : Batu berkas

Hal : Laporan SKTJM Tid=k Dapat Diparclah

Yih oo [(Hzpala Satuan Keria/Atasan Kepala Saotuan Kerja®)

Selalou Pajabat Panyelssaian Kerugian Negara (PPKN]
i

Sehubungan dengan hal terzebut di ataz, dengan hormat kami laporkan
hal zebeapai barilouat:

i. Berkenasn adanya Kerugizmm Negara di lingkungan ..occeioiconnee. {Satuan
Herja®l vang  digebabkan  ataz  kekurangan (uang/fzuras
berhearga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara®®) barupa
....... (zebutkan fenic dan jumlah uang, surat berharga, dan/atax barang
dimaksud] zebagai akibat perbustan ............. m=longgor hukum/k=lzlaign®?}
dari Saudara ............ {Pihak Yang Merugikan] (terlamypir hagil pemerilccasan].

2. Menindakl=mjuri hal tesebut di atas, kami te=lah melakukan penuntutan
penprantian  Herugian Negara kepada Saudara ... [Pihak yang
Merugikan/Pengameu/ Yang Mamperoleh Hak/AhE Wearis}, nsmun Saudars
cennennnnnenes [Firak yang Merugikan/Pengampu, Yong Mempearoleh Hak/Ahi Waris)
tidak berzedia mengganti Kerugian Negara dimalsud dalam bemtuk Suras
Keterangan Tangzung Jawab Muslak (SETJIM).

3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawrab Mutlsl: [BETJM) tidsk
mungkin|  dipercleh  dari  Ssudara .oeoeeeee....  (Phak  yang
Merugikan/Pengameu/ Yang Memperplzh Hak/Ahli Waris), maks menurut
pendapat kami kiranya panyelegaisn Herugian Negara dimaksud dapat diprozez
lebin lanjut dengan menerkitkan Surat Keputuzan Fembebanman Penggantian
Kerugian Sementara [SKFPZEE).

Demikian lkeami Japorkan atas perhatian Saudara diucaploan terima kazih.

Ketua Tim TFHIT,

IR cvvissmssmnsss suseas

Tembuzan:
1. Fimpinan Unit Ezelon [ berzangkutan; dan
2. Kepala Siro Keuangan, Sekretarian Jenderal.

¥| Diic nayma organizas) satuan kerja teorpat teradings Kearugiam Hagars.
v~| Fitil salak sats,
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26. Tanda Terima SKP2KS

| NAMA UNIT ORGANISAS / SATUAN KERJA %) |

TANDA - TERIMA

Pada hari ini ..o o tanggal ........ - .. tahun ...... yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama/NIP JECTPRY | 1| B——
Pangkat/Gol. <SR JLE ) R
Jabatan § R R
Unit £ carmiarmssnernennavanon nERERARERRORRSR
Alamat Rumah

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(SKP2KS) Nomor ............. tanggal .....ocvcrvvvnns

Mengetahui Yang menerima
Kepala Satuan Kerja/ Atasan

Kepala Satuan Kerja**)

NIP cooreecrereereeees NIP wcviirvrircrinrcnnnanennns

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
*¥) Pilih salah satu.
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27. Format Surat Keberatan SKP2KS

Nomor i S R

Lampiran : Satu berkas
Hsl : Keberstan Atas Keputuzan Pembebanan
Penggantisn Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Perdaganzan Republik Indonesia

wp.

Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja®)
di

Sehubungan dengan Surst Keputusan Pembebanan Pengzantian Kerugian
Sementara {SKP2KS) Nomor ..ot tnRR] s perihal tersebut di
atas, dengan ini saysa:

Nams / NIP 2 emmmmmanmnte JBIP e

Pangkat/Golongan :............... 2, L —
Jabatan D mmsmnesn ez s e s
Unit e S T S R

yang dinyataksn bertanggung jawab atas terjadinys kelurangsn ................
|uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milk
negara**] berupa ............... {sebutkan jeris dan jumlah uang, surat berharga,
dan/atau barang dimaksud) dengen jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..._
[ eemeemenee sebutkan delam huruf ... ... | yang disebabkan karena perbuatan
melanggar hukum atau lalai™).

Berkensan dengsn hal tersebut di atzs, says mengsjukan keberatan atas

surat keputusan dimsksud dengan alasan ... {terlampir bukt
pendulmung keberatan).
Demilkian disampaikan pemohonan ssya, atas perhatian Saudara
dincapkan terima kasih.
Pemchon,
NP

“} Diisi nams organisssifsatuan kerja tempsat terjadinya terjadinya Kerugian

Negara.
* % Pilih salsh satu.
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28. Format Surat Laporan Penerimaan atau Keberatan atas SKP2KS

[WALIA UNIT ORCANISAS]/SATUAN KERJA®) |

Nomor : Lap-

Sifas : Rahazia

Lampiran : Satu berkaz

Hal : Laporan Penerimaan (Keberatan “*) Arar BKPIKS

Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
uw.p.

Selrataric Jenderal Kementarian Perdagangan
Jalar MLI. Ridwan Faiz ne.5

Jal=res

Sehubungan dengan hal terzsbut di ataz, demgan hormat kami laperkan
hal sebagsi berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Herugian Sementara [SKP2XS} Nomor ceeee.......
tanggsal ...........perthal ... (terlampir] yang menyatakan bashwa Saudara
vrameeseeee (Fihak ¥Yang Merugikan] bertanggung jawab atax terjadinya
kekarang=n ................ (uang/surat berharga/barang millk negara atax
uang/barang bukan milik negara®**) berupa ............ [sebutkan jeznis dan
Jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaicsud] dengan jumlah
Kerugian Negara cebesar Bp ...... e | eemmaean cebutlkan dslam huruf ...
| yang dizebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*?],

2. Sehubungan dengan ditstapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara
reeenee (Fihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperol=h Hak/Ahli Wariz}
mengajukan/tidak mengsjulan keberatan %) =iz SKPIKS dimaksud.
(dalam hal mengajukan keberatan atas SKPZKS sebutkan nomor, tanggal dan
perihal surat keberatan serta alasan mengajuican kebaratar)

3. Menindaklanjuti hal terzebut di ataz, penyelecaian Kerugian Negars yang
talah diterbitlean SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang
Merugikan {Pengampu/Yang Memperoleh Halk)Ahl Waric**] Saudarz
sresseresasesseeeeeo. Mengaiukan tidsk mengsjulkan kekberatan ¥ atar SKFZES
dimaksud, maka untuk zelanjutnya penyelezaian Kerugian Negars dimaksud
diteruskan ke Majsliz Penyslesaian Kerugian Negara untuk mendararkan
pertimbangan penyslecaisn Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami
sampaikan dckumen pendukung penyelecaian kerugi=n negara sebagsi
bahan pertimbangan Majaliz.

Demikian lami laperkan, ataz perhatian E=pelk/lbu divcaplksn terima

Kepals Satuan Kerja/
Atazan Kepsls Satuan Kerja)
Tembusan:

1. Ketus Majelic Penyelazaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Exzelon [ berzangkutan.

*) Diizi nama crganizasi/zatuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara,
“*] Pilih galsh ganu.
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29, Tanda Terima Telah Menerima SKP2K

TANDA - TERIMA
Pada hari ini ......... tanggal.............. tahun ......ccocevveeens yang bertanda tangan
di bawah ini:
Nama/NIP T wevenisseres INIP scsinvene
Pangkat/Gol. Jabatan S R———— {60
Unit Kerja § whwrnin e R S R R A R R
Alamat Rumah I e iR

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
Nomor ..o tanggal ....coocevevnnnnnnnn, tentang ..........coeeeee.

Mengetahui Yang menerima
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja

...............................................................




- 87 -

Format Surat Penagihan

Satuan Kerja... {1] ... Kementerian ....c...{8)ceeeennes Homor: .cveeeaf®) corveeemens
f.--2...} SURAT PENAGIHAIT {SPn) lembar lee: .......... 3}....-

Beardscarkan dokumen sumber panagihan piutang FNEP berupa SBurat Keputuzan tantang ..oceeeeeeee.
| -1 SRR Tanggal...... [7) wasii Nemor....... (B¥ <ccen yang diterbitkan aleh .......... [ — Lepads

HNama Semesammmswssess Sl vuavusiinns Panyetoran Piutang PNEP ke Hax Negara
menggunakay kode-kods sebagai barilout:

al=rnac PR 1 | EREERSR T Kemeanterian L T—— - [R—
Negara /Lermnbags
Haruz menystor loe Kac Negara pada Sank Pog/Persepsi Unit Organizaci @ .nveeeee {19 e
Sebecar :Rp {12} Satuan Kerja & essscsssesiiie | B Lonne
Dengan huruf @ ccveceeeeeces (33 ciiiiiennns Lokaxi R . .° | | FOPB—
s masm o an s e Jenic Hawenangan & evvennens L5 J——
Yaitua JETETI ISP TITE kU, (N Pungsi Slacsnsenasee TA vessiis

. Sub Fungzi e [ 8- —

............... =y SO, Prcgram Eussumnsisis | L sosseri

Divayarkan selkalizus ¢« Dibzyarkan gecarz angursn Y| Kegiatan JPORBERRSIRI & 1. | [——,
Jatuh temypo pembayarsn =z, ... {16] ... Ouzput 3 ssssvspissraiiis P comenemens

SFn tanga=l.....
[..15..] Jeniz Bslanja & R e D msnsemsen

b. Scsar angruran

T Ruee fo 170} Alcan . |, ; - | FRSURn
C. Jatuh teampo rembeyaran

sati=p tangeal ... {18].....

Farnasan: =0}

1. Sura: penagihan ini haruz dicimpan bailc-baik Azz nama Mantari

b

Sztisp penyetcran ataz tagihan ini, agar pada
bukd getor berkanaan dicantumban tanggsl dan
nomor Surat Penagihan ini.

5. Apabila penyetoran dilakulan zsendirile banle | cooeeereccimianeas 21 necenmcnmmanpisinsnnse -
persepxi, malka penystoran menggunsican
kede-kode satuan kerjs sebagsimana tarsebut
di alas, kemudian foloopi bukti penyetoran
tergebut disampaikan kepads satuan kerja
bersangloutan.

4. Sura: Penagihan ini berlalon sebagai suras

penagihan percama,

*) diizi sesumi dencay cara pembayaran piutang PNEP
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Petunjuk Pengisian Surat Pensgihan

No.

Urzaian lsisn

(1)
()
(3)
)
(5]

(6]
@)
(8]
(]
(10)
11)
(12)
(13)
f14)
(13)

(16)
(17)

(18]
(19]

20)
{23)

Diizi dengan nama s=tuan kerja —

Diisi dengan kode satker

Diisi dengan nama kementerian lembags
Diisi dengan nomor surat penagihan
Diisi dengan lembar surat penagihan

a. Lembar pertamacotuk pthak yeng berutang;

b. Lembar kedua untuk unit administrssi untuk digunskan sebagai
penagthan;

c. Lembar ketiga untuk unit pembulkuan untulk digunakan sebagai
doltumen pencatstan/penatausahaan pads Kartu Pratangz

Diisi dengan uralan surat keputusan

Diisi dengan tanggal surat keputusan

Diizi dengan nomor surat keputusan

Diisi dengan pejabat yang menerbitkan sursat keputuzzn

Diisi dengan nama pihak terutanz

Diizi dengan alarnat pihsk terutang

Diisi dengan jumlsh piutang PNBP dalam sngka

Diisi dengan jumlsh prutang PNBP dalam huruf

Diisi dengan uraian piutang PNBP

Diisi dengan tanggsl jatuh tempo pembayaran piutang PNEP [satu bulan

terhitung sejelk jatuh tempo pernbayaran piutang PNEP|

Diisi dengan sngka yang menu njukan berapa kali piutang PNEP akan

diangsur

Diisi dengan nilai ruapish per sngsuran dalam angks dan huruf

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran

Diisi dengsn ursian dan kode Kementerian DNegara/Lembsaga, Unit

Organisasi, Satuan Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi,

program, kegiatsn, output, jenis belanja, akun piutang PNBP

bersanglutan.

Diisi dengan ternpat dan tangesl penandatangan/penerbitan SPn

Diisi dengan nama dan NIP Kepsla Saluan Kerja bersanglaatan




31.
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Format Surat Keterangan Lunas

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:
Kepala cooocnennnnen. (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahws utang
sebesar Bp weeveeceecenneeen {...sebutkan dengan huruf...j atas nama Sdr ......... il
¥ang berdassrkan Surat ............. Nomor............. tangzgal ... ¥, dengan

jangks waktu yang ditetapksn untuk mengembal ian Kerugian Negara selama
......... ... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ............cc....
T+ 1. | *+%} telah dibeyar lunas.

Sehubungsn dengan Sdr ............... , telah melalukan pelunaszan ganti
Kerugian Iegara, maka segera dilakukan pengembslisn barang
jaminan/pengembalian harta keksyzan yang disita****]

Tembusan:

1. Ketua Badsan Pemeriksa Keuangan;

2. Ketua M gjelis Penyelesaian Kerugian Negara;

3. Panitia Urusan Piutang Negara [PUPN]);

= T dan seterusnya....; dan

6. Saudara .....ccccu.ee.n. [Fihak Yang Merigikan /Pengampu

/Yang Mem peroleh Halk/Ahli Waris)

) Diisi nams orgaglsssifsatuan kerjs tempat terjadinya terjadinya
Kerugisn Negara.

el Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdsssrkan SKT
JM, SKP2KS, atau SKPZK

s+ Bebutksn apsbila pelunasan penagthan dilakuksn dengan penerbitan
SPn.

s+ Pilih sslsh satu: pengembalian barsng jaminan, dalam hal surat
keterasngan tanda lunas yanpg diterbitkan ataz dasar pehinszan
SKTJM/pengembalian harta kekayasn yang disita, dalam hal surat
ketersngan tanda lunas yang diterbitkan atas dssar pelunasan SKP2KS
atau SKP2K.




33.
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Format Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA #)
Nomeor P e e
Sifat
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekaysan an. Saudaras .....ccooevenvannnnnn. |
Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di

Sehubungan dengan hal tersebut diatss, dengan ini kami sampaikan
bahwa Saudara ............ “*], telah melakuksn pelunasan piutsng ganti Kerugian
MNegars sebesar Rp ............ {---sebutkan dengan huruf ... yang berdasarkan Surat

e FIOTOY ..cvereeannees tangeal ............. ), dengan jangks waktu yang
d1tetapkan untuk mengembalian Kerugian Nega:s. selama .......... serta yang ditagih
dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal . ~-MOMOY .....ceveneeeee *¥*¥] dan atas
pelunasan piutang dimaksud kami tela.h mengehxaxk,s.n Surat Keterangan Lunss
(SKTL} nomor ....... tangeal ... {terlampir SKTL).

Berkenzan dengan telah dilakukannya sita stss harta kekayasn an
Saudara ........... **] oleh Saudsra sesuai dengan Surat Perintsh Penyitzsan (SPP)
NOMOY ...ceeeee... tangeal .. dengan Berita Acara Penyitsan nomor...........
tangeal .......... dengan ini kami mengajukan permohonsn pencabutan cita atac
harta keksyasn an Ssudsra ... “*} untuk dilakukan pengembalian harta
kekayasn yang disita kepads Ssudara ............ i

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
NIP oo,
b | Diizi nama organizasi{zaruan kerja tempat tarjadinya terjadinya kerugian Negara.
el lzi names Pihak Yang Merugilcan (Pengampu/Yang Memperoleh Hsk/ Akl Wariz.
***]  Sebutkan penetapan pengambalian Kerugiay Negara berdazarkas SHKPIKS, atan SKP2K.
¢**%] Sebutlan apabila pelunacan pensgihan dilakukan dengan penerbitan 3Pn.




33.
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Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Normor EEMMSEIGHERRESE L msassmesssssseesssesesmessmssanss
Lempiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala .....c..ooceeee Satuan Kerja®|

di

Sehubungsn dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya
menggjukan permohonan pengurangsn tagihan negara yang telah ditagih
kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnys saya bayarkan
berdasarkan pem bayaran  pelunasan tagihan negara  sesusil
SKTJIM/SKPZES/SKP2K*] .oeeeeieeiee |sebutkan nomor/ tanggal/ perthal
surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**| dimsksud yang
seharusnya saya diwgjibkan membsyar ganti Kerugian Negara sebesar Ep....
....... {-..|sebutkan dengan huruf.......], namun yang ditagihkan ke saya sebesar
Rp.............sebutkan dengan huruf....] dan saya telah melskulkan penyetoran
ke Kas Negara pads Bank/Pos Persepsi*®] sebesar Rp ........... [-..sebutkan
dengan huruf.....|.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengsjukan permohonan
pengurangasn tagihan negara dengan bukt pendulung mengensi adanya
Jumlsh Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang
seharusnya zesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*) dimsksud.

Demikian disampaikan pemohonan ini, atass perhsatian Saudara
diucapkan terima kasih.

Pemohon,

‘}  Dilddnama organizasifsatusn kerjs tempat terjadinya terjadinys kerugian Hegara,
“&  Pilih calah zatu.
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34. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor I osiesasessasianssassasrasians

LAMPATAN. £ wwssvaseigssnsssiis

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran
Yth. Kepala ............. Satuan Kerja¥)

di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian
Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K B s
(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan

tagihan sesuai surat Kepala .......... Satuan Kerja*) nomor........u. tanggal ....covens
perihal ............ Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara
dimaksud sebesar Rp....- (...sebutkan dengan huruf....).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permochonan
pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan
terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran
dimaksud.

Demikian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih,

Pemohon,

---------------------------------------

¥}  Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
*“} Pilih zalah satu.
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